WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20306)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020
Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Walikota Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kesembilan Atas Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 74);



MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.
Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Rp. 1.964.054.093.227,60
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 731.261.280.905,53
b. Dana Perimbangan Rp. 828.354.988.453,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Rp. 404.437.823.869,07
Sah
2. Belanja Rp. 1.884.553.111.846,61
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.080.825.373.307,11
1) Belanja Pegawai Rp. 747.920.479.236,00
2) Belanja Hibah Rp. 94.690.525.436,99
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 42.202.013.856,21
4) Belanja Bagi Hasil Rp. 47.717.586.800,00
5) Belanja Bantuan Rp. 114.007.687.200,00
Keuangan
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 34.287.080.777,91
b. Belanja Langsung Rp. 803.727.738.539,50
1) Belanja Pegawai Rp. 223.990.622.930,00
2) Belanja Barang dan Rp. 484.610.963.100,88
Jasa
3) Belanja Modal Rp. 95.126.152.508,62
Surplus (1-2) Rp. 79.500.981.380,99
3. Pembiayaan Rp. 233.301.073.129,01
a. Penerimaan Rp. 237.423.789.571,01
b. Pengeluaran Rp. 4.122.716.442,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 233.301.073.129,01
Sisa Lebih Perhitungan Rp. 312.802.054.510,00

Anggaran Tahun Berkenan
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.



Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2021

WALIKOTA DENPASAR,
TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
TTD

I MADE TOYA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 37



